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PENETAPAN
Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA Adl.

Al Cran 1) ) aea
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan

atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaan Guru
Tidak Tetap (GTT), tempat kediaman di Kecamatan___ |
Kabupaten Konawe Selatan., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan ,
Kabupaten , Propinsi Kalimantan Tengah., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini, serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3
November 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo
dengan register Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 3 November 2017,
telah mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2012, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_
sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 021/05/11/2012 tanggal 15
Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal
bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Kecamatan selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya Tergugat
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pergi ke Kecamatan , Kabupaten , Prop. Kalimantan Tengah

dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Kecamatan Alangga,

Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena :

- Tergugat mengidap penyakit kelainan seksual yakni Impoten, sehingga
Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal
nafkah bathin;

- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Akhir bulan Mei 20186,
yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat atas kemauan sendiri;

6. Bahwa selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex Aquo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap dan
berdasarkan relaas panggilan Tergugat melalui bantuan Pengadilan Agama

tertanggal 20 November 2017, ternyata Tergugat tidak ditemukan dan
juga Kepala Desa tidak mengetahui dan mengenal Tergugat
sebagaimana ldentitas yang diberikan Penggugat di surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap
bersabar menunggu Tergugat kembali;

Bahwa terhadap relaas panggilan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah
memberi penjelasan kepada Penggugat, sehingga Penggugat di muka sidang
menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas;

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan
secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena
akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim
menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan
cara dinasihati di depan Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal
154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam melalui
bantuan Pengadilan Agama sebagaimana alamat Tergugat di surat
gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor
0200/Pdt.G/2017/PA Adl.,yang menerangkan bahwa Tergugat tidak ditemukan
dan juga Kepala Desa tidak mengetahui dan mengenal Tergugat, dan
atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat di muka sidang menyatakan akan
mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas, dan Penggugat mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan
permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang
diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan
pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara
ini karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan
Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti terlebih dahulu,
dan untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan,
sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini,
maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami
istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan
perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0200/Pdt.G/2017/PA
Adl., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 28
November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439
Hijriah., oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis Kamariah Sunusi,
S.H,M.H., dan Alamsyah, S.HlL, M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan
dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis
Kamariah Sunusi, S.H. M.H. Achmad N, S.HI.
ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
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2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 595.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp__ 6.000,00
Jumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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